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Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana diubah oleh Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1994 (revisi pertama), sebagaimana diubah
oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (revisi kedua),
sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
(revisi ketiga), sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 (revisi keempat) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yang diubah oleh Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1994 (revisi pertama), kemudian diubah oleh
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (revisi kedua) tentang PPN
barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang diubah oleh Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1991 (revisi pertama), kemudian diubah oleh Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1994 (revisi kedua), kemudian diubah oleh
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (revisi ketiga), lalu diubah oleh
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, sebagaimana diubah oleh
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, sebagaimana diubah oleh
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah oleh Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB

-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai

-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan
-at Paksa
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ./2009 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ./2010 tentang
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2023

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.03/2008 tentang
Penentuan Status Beneficial Owner Sebagaimana Dimaksud Dalam
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Indonesia
dengan Negara Mitra

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tentang
Petunjuk Penetapan Kriteria “Beneficial Owner‘ Sebagaimana
Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara
Indonesia Dengan Negara Lainnya

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
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